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5.1 Kesimpulan
Dari analisis penelitian tentang “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak
Perempuan Dari Pernikahan Siri Studi KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung
Kabupaten Padang Pariaman”, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Proses penetapan wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang orang
tuanya melangsungkan pernikahan siri diawali dengan verifikasi dan
pemeriksaan berkas administrasi oleh pihak Kantor Urusan Agama. Dalam
hal orang tua calon pengantin tidak dapat menunjukkan bukti autentik
berupa akta nikah, KUA terlebih dahulu mengarahkan pihak keluarga
untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna
memperoleh kepastian status legal. Apabila permohonan tersebut tidak
memungkinkan atau tidak dapat dipenuhi, status anak perempuan secara
administratif diperlakukan menyerupai anak yang lahir di luar ikatan
perkawinan sah. Akibatnya, hubungan keperdataan formal dengan ayah
biologisnya terputus, sehingga hak perwalian nasab tidak dapat dijalankan
dan dialihkan kepada penggunaan wali hakim agar proses perkawinan
tetap memiliki legalitas hukum.

2. Langkah KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dalam menetapkan wali
hakim dilandasi oleh asas kepastian hukum dan keteraturan administrasi
sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam serta peraturan
perundang-undangan pernikahan yang berlaku. Dilihat dari kacamata
hukum Islam, khususnya aspek hukum wadhi, ketiadaan akta nikah orang
tua berperan sebagai penghalang bagi ayah kandung untuk bertindak
sebagai wali nasab formal dalam pencatatan negara. Penggunaan wali
hakim diposisikan sebagai alternatif hukum untuk melindungi hak
pengantin perempuan, menjamin keabsahan akad nikah secara syariah,

sekaligus menghindari potensi kemudaratan di masyarakat
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5.2 Saran

1. KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung bersama Kementerian Agama
diharapkan secara berkesinambungan meningkatkan edukasi dan
penyuluhan kepada masyarakat terkait Kkrusialnya pencatatan
pernikahan secara legal. Selain itu, pihak KUA perlu memfasilitasi serta
memperjelas saluran koordinasi dan pendampingan prosedur itsbat
nikah bagi keluarga yang terlanjur menikah siri, guna meminimalisasi
kendala penetapan wali nikah serta dampak keperdataan bagi anak
perempuan di masa mendatang.

2. Masyarakat luas, khususnya pasangan yang hendak melangsungkan
pernikahan, diharapkan dapat mematuhi prosedur hukum negara
dengan mendaftarkan pernikahan secara resmi di KUA. Tokoh
masyarakat, niniak mamak, dan alim ulama juga disarankan untuk aktif
meluruskan persepsi adat maupun agama di lingkungan setempat,
sehingga seluruh anggota masyarakat memahami bahwasanya
kepemilikan dokumen administrasi nikah yang sah sangat krusial untuk
menjamin kepastian status hukum dan hak-hak anak keturunan mereka

kelak
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